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Dalam hal resiko bahaya di laut yang sewaktu-waktu dapat menimpa tenaga
kerja di kapal maka perusahaan pelayaran harus memperhatikan atau memberikan
perlindungan secara jelas tanpa mengurangi hak tenaga kerja atau pekerja sedikit
pun demi memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Menurut Pasal 2 ayat
2 Peraturan Pemerintah No.l Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan kapal.
Mengingat resiko bahaya di laut sangat besar maka perusahaan pelayaran harus
memberikan atau menjamin perlindungan hukum tenaga kerja di kapal yang
berkaitan dengan resiko bahaya di laut tanpa terkecuali. Selain itu, seorang yang

. bekerja di kapal pasti jauh atau meninggalkan keluarga mereka untuk waktu yang
lama. Maka Perusahaan harus dapat memberikan keseimbangan antara hak dan
kewajiban tenaga kerja baik kepada nahkoda maupun anak buah kapal. Misalnya :
memberikan tunjangan kepada keluarga tenaga kerja atau pekerja, memberikan
tunjangan hari tua, dan sebagainya.

Tujuan Perlindungan hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 4
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah
memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan
dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Mengingat
pentingnya peran tenaga kerja atau pekerja di kapal dalam sebuah perusahaan, maka
tujuan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di kapal harus dilaksanakan
sebagaimana mestinya. Tanpa harus membedakan satu dengan yang lain karena
pada dasarnya setiap tenaga kerja berhak memperoleh perlindungan. Selain itu,
dengan mengingat tenaga kerja di kapal memiliki resiko yang sangat besar dan sifat
pekerjaannya menuntut untuk jauh dari keluarga mereka. Dengan begitu jika adanya
keseimbangan antara hak dan kewajiban maka hubungan kerja dapat berjalan
dengan lancar.

Perjanjian kerja laut terdapat dalam Pasal 395 Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang pada title ke empat Bagian pertama. Jika dibandingkan dengan
perjanjian kerja pada umumnya yang diatur dalam Pasal 1601a Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, maka akan tampak bahwa perjanjian kerja laut merupakan
perjanjian perburuhan yang bersifat khusus. Pasal 1601a Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata menyebutkan : “Persetujuan perburuhan adalah persetujuan dengan
mana pihak yang satu, si buruh mengikatkan dirinya untuk di bawah perintahnya
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pihak yang lain, si majikan untuk sesuatu waktu tertentu melakukan pekerjaan
dengan menerima upah”. Sedangkan, Pengertian Perjanjian kerja laut juga diatur
dalam Pasal 395 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Pihak tenaga kerja dikapal atau anak buah kapal (ABK) seharusnya semakin
menumbuhkan kesadaran hukum yang tinggi pada diri sendiri sehingga
pelanggaran-pelanggaran diatas kapal tidak akan terjadi. Dengan adanya kesadaran
hukum yang tinggi maka kinerja tenaga kerja tidak terganggu sehingga dapat
terwujud situasi kerja yang saling menghormati, menghargai antara pihak
perusahaan dan pihak tenaga kerja atau anak buah kapal (ABK). Pihak Perusahaan,
seharusnya pihak perusahaan lebih meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dikapal
atau anak buah kapal (ABK) dan keluarganya. Salah satunya dengan mengingat
resiko bahaya dalam berlayar dan jauh dari keluarga. Dan harusnya pihak
perusahaan lebih menaikkan upah kerja. Pihak Pemerintah, hendaknya dapat
merespon dan lebih memperhatikan nasib para tenaga kerja baik yang didarat
maupun yang dilaut. Dan lebih aktif untuk mengadakan pengawasan agar tenaga
kerja dapat memperoleh hak mereka sesuai dengan sifat pekerjaan yang mereka
lakukan. Dan lebih memperhatikan terhadap segala permasalahan yang dialami oleh
Perusahaan yang bergerak dibidang jasa transportasi laut maupun darat.
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